
TENT ANG 

NOMOR 50 TAHUN 2011 

: a. bahwa dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksl yang 
melipoti pengaturan, pemberdayaan dan peogawasan 
pelalcsanaan ketentuan Perundang-undangan jasa koostruksl 
dipandang per1u untuk mengatur Pelayanan lzln Usaha Jasa 
Konstruksi (IUJK); 

b. bahwa untuk pembenan lzln usaha Jasa konstruksl ([UJK) 
dapat menc.apal sasaran seta berdaya guna dan berhasU 

guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian fzfn 
Usaha Jasa Konstruksi di Kabupateo Kepulauan Sfau 
Tagu1andang Biaro; 

c. bahwa betdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan hurur b di atas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan BupaU Kepulauan Siau Tagulanclang Blaro. 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA 
KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN 

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

PERATURAN BUPATI KEPUUUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

Meniml>ang 

SU PIT 

Oltetapl<an di Qndong Slau 
pada tanggal 9 November 2011 

BUPATI KEPUL.AUAN SIAU TAGULANDANG 
BIARO,l 

" p 0 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Peraturan Bupatt lni mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar 
seUap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Beflta · Daerah Kabupaten Kepulauan Slau 
Tagulandang Blaro. 

p 
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SERITA DAERAH KABUPA.TEN KEPULAUAN StAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 
NOMOR 

,. 
Menglngat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu, 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nome< 3833); 



Oalam Peraturan Bupati lnl yang dimaksud dengan : 

t. Bupati adalah Bupatr Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 
2. Trm Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro 

yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi 
pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Slau Tagulandang 
8iaro; 

J. llm Pelayanan Perizlnan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Kcpulauan Slau 
Tagulandang Biaro yang selanjutnya dlsebut Trm Pelayanan Perizinan Usaha Jasa 
Konstruksi diSingkat TPPUJK adalah tim pelayanan per!zlnan usaha jasa konstruksl 
yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Siao Tagulandang 8iaro, yang bertugas 
melakukan pemblnaan dan pelayanan per1zlnan usaha jasa konstruksi di wilayah 
Kabupaten Kepolauan Slau Tagolandang Blaro; 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahon 2010 tentang Pecloman 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 

tentang Pedoman Persyaratan Pemberian lzin Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional; 

10. Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organ!sasi 

dan Tata Kerja Oinas Decrah Kabupaten Kepulauan S!ao 

Tagulandang Blaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Blaro Tahun 2008 Nornor 5) sebagalmana 

telah dlubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daer-ah Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Dfnas Oaerah 

Kabupaten Keputauan Siau Tagolandang Biaro (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tago!andang Biaro Tahon 

2010 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETIJNJUK PElAKSANAAN 

PEMBERJAN !ZIN USAHA JASA KON5TRUKSI (IUJK) OLEH 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPUlAUAN SIAU TAGULANDANG 

BIARO 

Menetapkan 

2. Undang·Undang Nomol" 32 Tahun 201:N tentang Pemer1ntahan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
NomOr 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang·UOdang Nomor 12 Tahun 2008 tenting 
Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomot 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro di Provins! 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4691); 
4. Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) 

sebagalmana telah diubah beberapakall terakhir dengan 
Peraturan Pemerlntah NQmof 92 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5092); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Inoonesla Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagafmana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 95); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor JO Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 3957 ); 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemer1ntahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndooeSia Nomor 4737); 

• 



-, 

' 
,. 

�- lnstitusl Pembina Jasa Konstruksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPo) 

yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan Jasa 
koostruksl dalam hal lnl adalah Oioas Pekerjaan Umum Kabupal:efl Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro; 
s. Sadan usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dislngkat BUJK adalah badan us.aha 

yang t,eroentuk beean hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa 

konstruksi; 
6. Sadan usaha baru adalah badan usaha yang baru didlrikan dan belum punya 

pengalaman; 
7. Jasa konstruksl adalah layanan Jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstn.Jksi, 

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi 

pengawasan pekerjaan konstruksi; 
a. Domlsill adalah tempat pendlrlan dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang 

tetap dalam melakukan keglatan usaha jasa konstruksi; 
9, Tzin Usaha .Jasa Konstruksl yang selanjutnya dlslngkat IUJK adalah izin untuk 

melakukan usaha d1bidang Jasa konstruksl yang diberikan oleh Pemenntah 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada Sadan usete Nasional dan 
Badan Usaha Asing yang telah memenuhl persyaratan; 

IO. Sertiflkat adalah: 
a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kuafifikasi atas kompetensl dan 

kemampuan usaha di bldang jasa konstmksi balk yang berbentuk orang 

perseorangan atau badan usaha; atau 

b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan 

kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa koostruksi menurut 

disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungslan dan/atau 

keahlian tertentu. 

11.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

Peraturan Pemecintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat; 

12.Sertifikat Badan Usaha atau disingkat SBU adalah sertifikat yang d1keluarkan oleh 

Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasl dari Lembaga Pengembangan 

Jasa Konstruksi (LPJK). 

Pasal 2 

Peraturan Bupatl ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pembcrian Izin Usaha 

Jasa Koostruksi dengan tuJuan untuk mellndungl kepentingan masyarakat dan 

pembinaan dibldang jasa konstruksi lebih khusus di wilayah Kabupaten Kcpulauan Siau 

Tagutandang Biaro. 

Pasal 3 

Ungkup pengaturan dalam Peraturan Bupatl ini meliputi Wewenang Pemberian IUJK, 
p,ersyaratan dan Tata cara Pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, 
Jangka Waktu dan Wilayah Operas! IUJK, Hak dan KewaJiban, Laporan, Pengawasan 
clan pemberdayaan, Sanksi Admlnlstratif serta Pemblayaan. 

BAB II 
WEWENANG PEMBERIAN IUJK 

Pasal 4 

(1) Sadan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang bergerak di bidang usaha jasa 
konstruksl wajlb memillkl IUJK; 

(2) IUJK diberikan kepada BUJK oleh Pemerintah Daerah tempat dimana BUJK 
berdomisili; 

(]) IUJK sebagaimana d1maksod pada ayat (2) diterbitkan oleh Dioas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada BUJK yang 
memenuhl syarat. 

BAB III 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK 

Bagian kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) BUJK yang lngin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupatl 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesua! dengan domlsilJ Sadan Usaha; 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Permohonan Izin Baru; 
b. Perpanjangan lzin; 
c. Perubahan Data; dan/atau 
d. Penutupan Tzin. 

Bagian kedua 

Persyaratan 

Pasal6 

(t) Per.;yaratan permohonan tzin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 5 ayat (2) 
huruf a mellputi: 



a. mengisi Formulif' Permohonan; 
b. rneoyerahkan rekaman Akta Pendlrlan BUJK; 
c. menyerahkan rekaman Sertffikat Sadan Usaha (SSU) yang telah direglstrasl 

olehl.embaga; 
d. menyerahkan Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau 

Comf)iJny Profile; 
e. menyerahkan rekaman SertJfikat Keahllan (SKA) dan/atau Sert:lfikat 

Keterampi\an (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Sadan Usaha (P.IT-BU} 
yang telah diregistrasl oleh Lembaga; 

f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha {P.IT­ 
BU) yang dilengkapi surat pemyataan pengikatan diri Tenaga Ahli{Terampll 
dengan Penanggung Jawab utama Sadan Usaha (PJU-BU); 

e. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dlpersyaratkan oleh Tim Pelayanan 
Perizlnan Usaha Jasa Konstruksi. 

(2) Persyaratan perpanjaogan izin sebagalmana dimak.sud dalam Pasat 5 ayat (2) 
huruf b mellputi: 
a. mengisl t=ormullr Permohonan; 
b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Sadan Usaha (SBU) yang telah 

diregtstrasl oleh Lembaga; 
c. rnenyerahkan rekaman Sertifikat Keahhan (SKA) danfatau Sertifikat 

Keterampllan (SKT) dari Penanggung lawab Teknfk Badan Usaha {P.IT-BU) 
yang telah direglstrasl oleh Lembaga; 

d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Sadan Usaha 
(P.JT-BU) yang dilengkapi surat pemyataan pengikatan diri Tenaga 
Ahli{Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); 

e. menyelesalkan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan {PPh atas 
Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; 

f. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim 
Petayanan Perizlnan Usaha Jasa Konstruksi. 

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
hunJf' c melip,utl: 
a. menglsi t=ormunr Permohonan; 
b. rnenyerahkan rekaman: 

1. Alda Perubahan nama direk.si/pengurus untuk perubahan data nama 
dan dlreksi/peng.irus; 

2. surat Keterangan Domlslll BUJK untuk perubahan alamat BWK; 
J. Alda Pen.lbahan unbJk perubahan nama BUJK; dan/atau 
4. Sertlfikat Sadan Usaha untuk perubahan klasifikasi clan kualifilcasi 

usaha; 
c. menyerahkan dolwmen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim 

Pelayanan Pertzlnan Usaha Jasa Konstruksi. 

(4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d 
meliputl: 
a. mengisi Formutir Permohooan; 
b. menyerahkan IUJK yang asli; dan 
c. meoyerahkan Surat Pajak N1hll; 
d. menyerahkan dokumen-dokunen Lalo yang dipersyaratkan oleh Tim 

Pelayanan Perlzinan Usaha Jasa Konstruksl. 

Baglan Ketlga 

Tata Cara 

Pasal 7 

(I) llm Petayanan Petizinan Usaha Jasa Konstruksi melakukan pemeriksaan 
terhadap dokumen permohonan dan melakukan verlfikasi lapangan scsual 
kebutuhan; 

(2) IUJK dikeluatXan paling Lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah beo:as dolcumen 
persyaratan dinyatakan lengkap; 

(3) tUJK diberikan dalam bentuk sertlfikat ljin usaha ,asa konstruksi disingkat 
SIUJK yang ditandatanganl oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas nama Bupati Kcpulauan Slau 
Tagulandang Biaro; 

(4) IUJK yang sudah diberikan, d1tayangkan kepada publ1k mela1uf media Internet· 
(5) Setiap IUJK yang diberikan wajib rnencantumkan klasifikasJ dan kualifikasl �

n 

usaha sesuai yang tertera dalam S8U; 
(6) Kualifikasl sebagaimana dimaksud pada ayat {5) tcrdlri atas usaha besar, 

menengah, clan kedl; 

(7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode lzin sebagalmana diatur 
dalam Lamplran S; 

(8) Nomor kode izin scbagaimana dlmaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal 
teijadi perubahan nama perusahaan. 

Pasal 8 

(1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyarat.an pemberlan JUJK scbagaimana 
dimaksud dalam Pasar S ayat (2) tercantum dalam Lamplran 1 : 
a. untuk pcrmohooan lzirl baru; 

b. untuk permohonan perpanjangan lzln; 
c. untuk pcrmohooan perubal\an data; dan 

d. untuk permohonan penutupan izin. 



I 

(2) Formulir permohoOafl sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum datam: 

a. Lamplran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan 

b. Lampiran 3 untuk peoyedia jasa perencana/pengawas konstruksl. 

(3) Pembelian nomor kode mn ten:ant\Jm dalam Lampiran 5; 

(4) Format Sertffikat IUJK terc.antum dalam: 

a. Lampiran 6 untm: jasa pelaksana konstruksl; dan 

b. Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi. 

BAB IV 

TANOA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN 

Pasal 9 

(I) Us.aha orang per5eOl'a09an wajib memilikl SKA/SKT dan terdaft.ar pada unit 
kerja/instansi pemben IWK, dalam hal Jnl adalah Dlnas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

(2) Usaha orang perseorangan sebagalmana dimalcsud ayal (I) d1bcrikan Kartu 

Tanda Dattar; 
(]) Format Kartu Tanda Daftar usena Orang Perseorangan sebagaimana te«:antum 

dalam Lampiran 4. 

BABY 

JANGKA WAKTU DAN Wll.AYAH OPERASI IUJK 

Pasal 10 

(I) Masa bertaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperp,anjang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
(2) Mas.a beriaku IUJK sesual masa beriaku Sertifikat Badan Us.aha (SBU); 

(3) Scrtifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini 
harus dlregistrast oleh LPJK; 

(4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Repubhk Indonesia. 

BAB VI 

HAK DAN KEWAllBAN 

Pasal 11 

(1) SeUap BUJK yang telah memilikl TUJK berhak untuk mer,glkuti proses 

pengadaan barang I jasa konstruksl; 

(2) BUJK sebagaJmana dimaksud pada .,.,.at (1) berkewaJiban untulc: 
a. mentaatl ketentuan peraturan perundang·undangan; 
b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama M (empat belas) 

hart setelah tefjadinya pcrubahan data BUJK; 
c. menyampalkan dokumen yang benar dan asli dalam proses pcrmohonan 

pembertan IUJK; dan 

d. menyampalkan laPQl"an akhir tahun yang disampalkan kepada unlt 
kerjaflnstansi pemberl IUJK paling lambat bulan Descmber tahun berjalan. 

(J) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurur d metiputl: 
a. nama dan nltal paket pekerjaan yang diperoleh; 
b. lnstitusl/1.embaga pengguoa jasa; dan 

c. kemajuan pelaksanaan pekcrjaan. 

(4) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan foonat 
yang tercantum dalam Lamplran 8. 

BAB VII 
LA PO RAN 

Pasal 12 

(1) Unit Kerja/lnstansl yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberlan IUJK dalam 
hal inl Dinas Pelcerjaan Umum Kabupaten Kepulauan srau Tagulandang Biaro 
wajlb menyampaikan laporan pertanggung jawaban secare bef'kala .setlap 3 
{Hga) buJan sekali kepada Bupat; 

(2) Secara berjenjang, BupatJ menyampaikan laporan pertanggungJawaban 
Demberian IUJK kepada Gubemur Provins! Sulawesi Utara secera berkala setiap 
4 (empat) bulan sekali, dan Gubefnur menyampaikan la!X)(an 
pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri Pekerjaan Umum secara 
bertcala setiap 6 {enam) bulan sekali; 

(3) Laporan pertanggunqjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pac1a 
ayat(l)mellputi: 

a. claftar pemberian IUJK baru; 
b. daft:ar peq>anjangan IUJK; 
c. claftar perubahan data !WK; 
d. daftar penutupan IUJK; 

e. daftar usaha orang l)el'SeOrangan; 
r. daftar BUJK yang tericena sanksl admlnistratlr; dan 

9. kegiatan pengawasan clan pemberdayaan temadap tertlb IUJK. 



,. 

(4) Format pertaoggung}awaban scbagalmana d1mak.sud pada ayat (3) mcngacu 

pada Lampiran 9. 
Pasal 13 

Lampiran 1 sampa1 dengan lampirao 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peratu-.1n Bupati Int 

BAB VIII 

PENGAWASAN DAN PEHBERDAYAAN 

Pasal 14 

(1) Bupati melakukan peogawasan terhadap petak.sanaan pemberlan IUJK di 

Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro; 
(2) Bupati melalui Dlnas Pekerjaan Umum Ka})upaten Kepulauan Slau Tagulandang 

Biaro melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memlliki IUJK didaetahnya. 

Pasal 15 

(1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dlmaksud pada Pasal 14 ayat (I) 
Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksl Dacrah (TPJKD); 

(2) Tlm Pembina Jasa Konst:rutc;I Oaerah (TPJKO) memthld fungsi pengawasan dan 
melaksanakan koordinasl pemblnaan jase konstruksl di Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro; 

(3) n>JKD dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepulauan 5'au Tagulandang Biaro. 

Pasal 16 

(1) Pemberdayaan BUJK sebagaimana dimakslXl pada Pasat M ayat (2) dilakukan 
oleh lim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksl (TPPUJK). 

(2) TPPUJK sebagalmana dimak.sud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepotusan 
Bupatl Kepulauan Slau Tagulandang Biaro. 

BABIX 

SANKSI AOMINISTRATIF 

Pasal 17 

(1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) dikenakan sanksl admlnlstratif; 

(2) Sanks! Admlnist:raUf sebagarmana dimaksud pada ayat (1) ben..,pa: 
a. Perlngatan tertulls; atau 

b. Pembekuan lzin usaha; atau 

c. Pencabutan Izin Usaha. 

(3) Sanks! Admlnlst:ratir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlkeoakan dengan 
ketentuan sebagal berikut: 

a. Penngatan tertulis, diberikan sebagaJ perlngatan pcrtama etas pctanggaran 
kewajiban sebagaJrnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); 

b. Pembekuan Izln llsaha, d1berikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan 
tertulls sebagalmana pada huruf a namun tetap tldak memeouh! kewaJibannya 
da!am jangka waktu 30 (Uga puluh) hart 

(4) IWK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apablla BUJK telah 
memenuhi kewajibannya. 

(S) Bagi BUJK yang diberikan sankSl sebagaimana dimaksud pada ayat • (2) huruf c 
dapat memperoleh IWK setelah memenuhl kewajibannya dalam Peraturan Bupati 
Int. 

BABX 

PEMBlAYAA.N 
Pasal 18 

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan inl dlbebankan pad.a Anggaran �patan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Olnas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang 
Biaro. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 19 

Oengan bcr1akunya Peraturan Bupati lni maka SIUJK lama masih tetap bertaku paling 
lama 1 (satu) Tahun sejak ditetapkamya Pcraturan BupaU lnl. 

Pasal 20 

Ketentuan-ketentuan yang diator dalam lamplran Pcraturan tnl merupakan baglan yang 
tidak terplsahkan dari Peraturan lni, 
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LENGKAP7 

TIOAK 

PENGAMSllAN SERTIFIICAT 

J Y, 

j 

l. Formullr Permohonan lrln yang tel ah diisl. 
2. Akta pe�d!rian S.1dan Usah.1 Jasa Konstruksl Nasional. 
3. Oata /'erusahaan Sadan Usaha Jasa Koostruksi Nasional atau 

tom pony profile. 
4 Rekaman Sertlfikat Badan Usaha {SBU) yang te1ah dlreglstrasl oleh 

lemba1a. 
5. Rekaman Sertlfikat Keahl!an f5KAJ do1n atau Sertlfikat Keterampllan 

(51CT) darl Penanggung Jawab Teknlk Sadan Usaha yang telah 
diregistrasl oleh lembaga. 

6. Rekaman Kartu Penangun1 Jawab teknlk S.1dan Usaha {PJT-8U) 
yang dllengkapl surat perny.1la.1n pengikatan dlri Tenaga 
Ahll!Ter.1mpil dengan Penanggun1 Jawab utam,1 Sadan Usaha. 
(untuk daft.1r PJT Badan Usaha sebagalmana pada Lamplran 9). 

' hLUR' PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PEP.SYARATAN 
UNTUK IZIN BARU 

lAMPIRAN 1.A 
PERATURAN IUPATI NOMOR TAHUN 2011 

IAU TAGULANDANG BIARO, 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Dltetapkan di Qndong Slau 

pacla tanggal , 6 iiovr!::!�r 2011 

. __. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPUtAUAN SlAU TAGUI.ANDANG BIARO 

TAHUN 2011 NOMOR 

Dlundangkan di Qndong Siau 

Peraturan Bupatl inl mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar setlap orang 
mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan dengan penempatannya da1am Serita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 



TIDAi( 

LENGKAP? 

PENGAMBILAN SERTIFIKAT 

. 
3. Untuk mcngganti nama perusahaan 

a. lzin Usaha Ja,a Konstruksi yang uli; 
b. Akla Penggantian Nama Pcrusahaan; 
c. Surat Kcterangan Dornisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh 

KelurahM setcmpat; 
d. Fonnulir Pennohonan lzin yang telah dijsi; 

4. Untuk mcngganti dala nilai kontf1lk pekerjaan 
a. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
b. Kontl1lk pekcrjaan yang diselcsaikan/dilaksanakan. 
e, Fonnulir Pemtohonan h;in )'ang telah diisi; 

l 

I. Unruk mcngganll 1lamat 
a. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang uli; 
b. Su!lll Ke"'ran11•n Domi,ili B1d1n UHha Jua Konstruksi 

dikcluubn oleh Kclurat,an setemp11: 
e. Fonnulir Pcrmohonan Ii.in yang tc:lah diisi. 

2. Untuk mengganli data direksi/pengurus badan usaha 
a. h:in Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
b. Surat penunjukan dari badan usaha kcpada din:ksi/pengurus baru. 
e. Curlcul1m1 Vita£ dari Pimpinan DUJK baru; 
d. Fonnulir Pcrmohonan lzin yang tclah diisi; 

5. Untuk mcngganti klasifika.si11watilikasi 
a. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
b. Scrtilikal Badan Usaha yang tclah diperbarui dari Lembaga; 
c. Fonnulir Pcnnohonan lzin yang telah diisi; 

lAMPIRAN 1.C 
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011 

ALlJR PROSES P.ERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN 
UNTUK PERUBAHAN DATA 

Drselesaikan .sanksi ,,, • 
YA 

TIDAK 

y, 

Tcrmasuk daftar 
sa.nksi 

PENGAMBILAN SERTIFIKAT 

I. lzin u ... h• Jasa Konslttllui asli y•ng masa bcrlakunya lclah hlbis. 
2. Sertifibt Bad.:in Usaha yang tclah dipcrbarui dari Lcmb,ga 
J. Rckaman bukti Kontrak rckerjaan yang tclah sclcsai sebagai 

pengalaman pcrusahun dalam 10 (sepuh1h) t.ahun terakhir yang 
tcrtinss:I nilainya dcngati mcmperlihatkan kontrak aslinya. 

4. Laporan pcmbayaran pajak pcnghasilan (PPh atas Kontrak) yang 
i---, d1perolchnyt1 yang mcnjadi kcwajibannya . 

.S. Formulir Pcnnohonan h:in yang telah diisi. 

lAMl'tRAN 1.B 
P£RATURAN BUPATI NO MOR TAHVN 2011 

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN 
UNTUK PERPANJANGAN IZIN 

,. 



lAMPIRAN 1.0 
PER.ATURAN &UPATl NOMOR TAHUN 2011 

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN 

UNTUK PENUTUPAN (ZIN 

I. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli. 

2. Surat pajak nihi1, yang dapat diperokh dari Kantor rajak 

setcmpaL 

J. Fonnulir Pcrmohonan lzin yang tclah diisi. 

l 
PENGAM81LAN SURAT l<ETERANGAN 

PENUTUPAN IUJI< 

lAMPIRAN 2 
PEAATURAN 8UPAT1 NOMOR TAHON 2011 

I FORMULIR. PERMOHONAN lUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSt I 

""""' ' .••.•...•..•.. , 20 .•• -""� ' _\'lh_ 
Kepala Pe'!lcrlntah Daerah Kabupaten/l(Qta 

... ············ ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oi ..•• .. . . . . ... . .. . . ... . . . -· : Permohooan lzin Usaha Jasa Konstruksl (IWK) Naslonal 

.,.,..., hormat, 

Oengan Inf kaml mengajukan permohonan I.A'ltuk memperoleh ltio Usaha Jasa Konstruksl (!WK) yaknl 
lJsaha Jasa Pelaksana Konstruksl untuk: 

l. Pennohonan lztn 8aru 
z. Memperpan}aog Izin Usaha . 
3. Mengubah data ,. -""' 01 KabupatenJKota . . . • • . • • . . . • Provlnsl •...•.•.• .. untuk klasifikasl pel(erjaan sebaga! 

berikut: 
Nama Paket Pekerjaan yaog 

Klaslfikasl/Sub pemah ditaksanalcan (Bila Tc1hun Nflal Paket No Klaslfl!Qsl Us¥1a Yc1ng bcloo1 PIXIY" • tl.Jlls belum PelakSclnaan "'"""" <f"l!OQlnkan pull'{<l.;_�fac1tkan nilat Pc1ket 
terti - 10 tahun lah., 

Uiat Klc1s1fikasl/Sub 
IOaslfikasl Usaha pada 
Tabel 

"""""" IOasifilcasVSub 
Klasifikasl pekerjaan - SBU - Klasffilcasi/Sub 
Klasiflkasl U5aha 

Bersarna lnl lcaml lamplrlcan persyaratan..persya.-atan dan keterangan sebaga! berikut : 
l. Rekaman Sertlfilcat Sadan Usana ,. Rekafnan Ak.ta Pendlrian dan perubahan tercikhlr 
3 Rekamao Sertifilcat Keahllan (SKA) dan/atau '"'""" Keterampllan (SlIT) ""' Penanggung lawab Teknik Badan Usaha ,. Rckam.ln Pencloggung Jawab Tclcnls Sadan lJsaha 
5. Surat Pemyataan Penqllcatan Olri SPPJT dan Peoaoggung Jawab 8UlK ,. dst .... 

Demlklan permohonan kaml dan etes perlcenamya kaml ucaokan te1ma kas>h. - PT/0/ .............. . . . . .. . 

Peoanggur,g Jawab 8adan Usah.t ·-- C' l coret vang tldak sesua! 

cataian . 



UMPIRAN4 
t>EAATUft.AN IUl>ATI NOMOII TAHUN 2011 

FOIU'\AT ICAR.1\l TANOA OI.FTAA IJSAHA ORAHG PERSEORNIGAN 

. •••.••••.•.•...•...•..••••.....•• , 20 ..• 
PEMEIUNT.vf OIJ:RAH 
IWIUP"TEN/KOTA, ..... 

Nome,: •..••••••.•••••••••••••••••• 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL 

PEMERINTAH KABUPATEN { KOTA •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KARTlJ TANOA DAFT AR USAHA ORANG PERSEORANGAN 
NOMOII SICA/5ICT : 

0 
........ 
TEMP,.T/TGL I.Alitfl. 
..»<AT 

''"""' .............. 
'""" - -- 

-- 
fORM t>EIU10HONAN IUJK NutONAL 

JASA PlRENCANAft>ENGAWAS KONSTilUKSI 

""""' ' ······ .••••.• � 20 •.• - ' 
""""'""- Kep!N��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 
OI ............... '• • ...... ...... : � lzrt UWM Jna KlrcslnU (twK) � ...,., ......... 
Oengan lnl kaml mer!IJl)*an pennOhoNn lrltUr. rnernperolet, bin Usaha )es., � (lUJK) yaknl 
Llsaha�� c·J�U"INk: 

r. """"""'"""'...,, a. _ .......... 
3. -- .. -""' OI� ............ � ...... .. .• untuk klas,fd<asJ � sebagal 

"""'' � Pllkel Pekerjun v-i!I - per,wl�{llila 

"'"" -- ... KIMlfikasl UsahB Va119 bella"n iu,y;, • tulis belum ............., .....,.., - Pl'l"(a. manfaat!(a,\ � � . -• 

""'"""'""""' ---- "" - ............... 
IC!aiiflk.asi pekffjHn - "" """"' -·- �uui.11 

11erwma 1n11o.am1 � �.-.,t.>n <tan �noan Seb.l0"1 berikUI. : 

'- � 5'rol'ikat. 8adao, lMl'I,) ,. Relr.aman i1kta � clan perubah¥, tlnkhr. ,. """""' ....... '""""' '""' _,.., """"' ,..,.,.,_ '""' .... 
� Jawab Teknik � lMha •- Rekarn.!ln � Jllw,,b Teknis Sadan Usahll. 

s 5urllt Pffllyatilarl Pfflgikatln Olrl SPPIT dil!I � Jawab BUJK 
s. dst. .... 

[)emlld;Jr, j)l!lfflOhooan bml Mt! ill.M pe-1,:ena-ony;, Qml � tC<lmil l<aslh. - PT •••••• ,., •••.••.•.... 

Peoanggung 1.,....a1> Badatl u� -- I t•1 COl'1"l ·-tldak� 

UMPIRAN 3 
1"£MTUft.AN eut>ATI NOMOII TAHUN 2011 



Kode Pos : (W3Jb dlisl) 

TAHUN 2011 

Alan'I.M. Kantor 8adar, Usaha -·­ ,........., 
RT/Fll(JRW 

"""''""'""' - 

�di· 
Patl,J � • ·-. - • ··-· • 

; ··-·····-·-···--······-····· .. 
Ptme1ntah Oae,-,11, Kabupaie-,/Kota - ····-·· 

• 

LOGO PEHEJUNTAH OAERAH 
PEMERJNTAH OAER.l,H ICAilJPAT!N I ICOTA 
IZIN USAH.\ .!ASA KONSTIWKS! NASIONAL •. 

f\lomor: ...••...•••••••. 

l'OltM HAL.AMAN OEPAN IUJK NASIONAL 

Nomor Telepon No. Fa� • 
Narna � Utarna Badan Uwhi / Dlr'*1II � • """\ ) . ··-. --- ..... 

Nama 2 , ·- - -·"······-···· •. -··· 

c "'NiP-� - � > 

....................................... 
N.P.W.P Bad.an lJsaha • 
lzln Usat,a .laA Kan5trubl 

. .. ., ., __ ,, 

····------- _ ..•• l�wdl�����Jasa - ....... ,._ ... , 
No 

PIT� J.)wab-Teknls 

Klasll'lkasl : (tertna d llmb.Y � IWK � 
8erlaku sa'l'l()IJI densJan tg[. : __ ., . 

LAMPIRAN6 
PUI.ATVRAN IIUPATT NOMOR 

I • � oasiona1 

1 -3J72 - 2- 00811- 809465 

: I (Bader, Usaha Nasional) 

:33n 
: 2 (Jasa pelaksaoa) 

: 00811 

: 809465 

TAHUN 2011 

: Untuk kode kabu!»ten/11� dim- pen.1whaan berdomislM 5eSUal dqan 
Kode Yanv dlkeluar1<an SPS. 

: lenls usllha dbl 1 • Jasa Perenc:aMM 
2 • Jasa PelaksaMan 
3 • Jasa Pcngawasan 
• • GatJungan dan ket,ganye 

: untuk nomor l#\lt yang temltat di �en{l(ota (masing·maslng jenls 
Usaha perencana¥t, pelak.sar\Mfl dan penoawasan dlmulill derlg<lll nomor 
00001). 
No un.it lrll tf!UP dlpakal wat,upur, tei.h diperpilnjang/� 

: Nomor R.eglstnlsl pada LPJK Daerah 

: Sentuk usaha dolsl 

I. Badar'I Usaha 
2. Kade kota 51.nkarta 

3. lenls Usaha 
•. NomOr lkut Sadan Usaha 
5. Te'Ulat di LPJK 

"""'""'""""' 

Contoh 1, 
Seb<.iah badal'I usaha »sa kcnsttuksl berdomlslM di Swekarta dan terdaftlll' di LPJK Provtnsl lawa 
Teng.ah detlglln nomor BO!M6S seita t«eatat pacSa, buku lnduk; �tah Oaer;,h � No. 
00811 berusaha GI bidang pelaksanaan maka kode bedao'I usaN � ;,dalah 

PEMIIERJAN NOMOfl PADA IUJIC NASIONAL 

Digit 1 s/d 11 

Digit 12 s/d 17 

Digit I 

Digit 2 s/d 5 

°"" 

oi:J; I · I· I 8 1, I· I· I "I 11 I I 12 I 1' I 1· l 1· l 1• I 1,J 

lAMPIRAN S 
PERATURAN 9UPAT1 NOMOfl 



{wajib dOsl) 

Oikeluar10n di : . 
Pada tanggal : •••••••••···•·•·····•••·•··········•· 

FORM HAU.MAN DEPAN 1UJK NASIONAL 

Jalan, Nomor 

( l 
NIP . 

LOGO PEMERINTAH O>.ERAH 
PEMERINTAH DAERAH KABUPA� f KOTA ...• , .•.••. 

IZIN USAHA JASA KONSTltUKSI NASIONAL 
Noma--: .•.•••. 

"""' I _, 
NamaJ 

N.P.W.P Badal, Usaha 

Pemerfntah 0.-ah l<abupaten/1<'.ota ....... 

l(Ulll(rkasl ; K� 0'') 

Narna Peoarwmg j3wab-Teknis 
No PJT-BU 
Klasffikilsl : (tertera di lemb.v belakang IUJK N�) 
8etlalw sampail dengan tgl. : ••..•....•.••••...•••.• 

Izin Usaha Jasa Kl:lnstn-.sl (IUJK) 1n1 be1aku ISi� melalwbn Kegiatan Usaha Jasa 
,H,,, 

) Konstruksl di sellnlh wllayah Reilublik Indonesia. 

lAMPIAAN 7 
ttJtAT\JRAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011 
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1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daer.th (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor <286); 
4. Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagalmana telah diubah beberapa kali 
lerakhir dengan Undang.Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang.Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

: a. bahwa dengan memperhatikan Pasa! 2 Peraturan Daerah 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Sadan Usaha Milik Oaerah per1u meoetapkan Susunan Cxganisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pen.Jsahaan Daerah Air Mlnum; 

b. bahwa beroasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl 
pada hurtlf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupatl Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

TENT ANG 

KEOUDUKAN, SUSUNAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 

BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO 
PERATURAN BUPATI KEPUL.AUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

NOMOR 51 TAHUN 2011 

Menimbang 
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